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ABSTRAK

Zaki Pratama, (2024): Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan
Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

NInYitw esiojyeH o

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh jumlah Wajib Pajak terdaftar
ticE,k sebanding dengan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang
ditaporkan. Hal ini mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam
mélaksanakan kewajiban perpajakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Unmum dan Tata Cara Perpajakan di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

O Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pelaksanaan
petaporan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Apa saja faktor penghambat
kepatuhan pelaporan SPT berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
praktek pelaksanaan pelaporan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan,
mengatahui faktor-faktor penghambat kepatuhan pelaporan SPT berdasarkan UU
No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Lokasi
Penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Informan
Penelitian berupa pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi
kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model
interaktif.

e Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk orang pribadi dan badan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan tersedia melalui e-Filing dan manual, sesuai
deBgan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Meskipun terjadi peningkatan
jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya, tingkat pelaporan SPT masih belum
opfimal. Kendala seperti kesibukan dan masalah teknis dalam akses e-Filing
meénjadi faktor utama yang menghambat kesadaran wajib pajak untuk melaporkan
SR tepat waktu, ditambah dengan rendahnya pemahaman akan kontribusi pajak
terhadap pembangunan negara.

]
Kaa Kunci: SPT, e-Filing, Kepatuhan pajak, Kendala pelaporan.
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g KATA PENGANTAR

S

(@] S , <
Asgialamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Z Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkah,
ra@at, hidayah, dan inayah-Nya. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada

c

Nez??i Muhammad SAW. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi
be;)jpdul “Pelaksanaan  Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
Bgrdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”. Skripsi ini disusun untuk
memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di
Jurusan llmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

¥ Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dan dengan

e

rendah hati menerima kritik serta saran untuk perbaikan di masa mendatang. Skripsi

ingmerupakan hasil kerja keras dan kolaborasi, yang tak lepas dari bantuan serta
=

dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan penuh syukur, penulis
=

mé;yampaikan penghargaan mendalam kepada
-t
W

15Teristimewa kepada Ayahanda Idnaldi dan lbunda Wilda Deswita. Doa,

=)
;pukungan, dan cinta kasih yang tak pernah berhenti mereka berikan telah
e

=rmenjadi pendorong utama dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
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Z.mIRektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr.

e

oHairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag,

1)
o Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak

=
—Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan beserta jajaran lainnya yang telah

=
cmendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan

S_NI

misinya.

sn

3.“Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan |

%

apak Dr. H. Akmal Abdul Mumir, Lc, MA, Wakil Dekan Il Bapak Dr. H.

<Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan 11l Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan

el

beserta jajaran lainnya.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi
liImu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH, selaku Sekretaris
Program Studi lImu Hukum yang telah memberikan motivasi dan bimbingan
nya kepada penulis.

5.§°Bapak Rudiadi, S.H, M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang

i.:telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh
g:perkuliahan.

6.§Ibu Musrifah, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi (Materi) dan Bapak Dr.

i o

mAbu Samah, MH., selaku Pembimbing Skripsi (Metodologi) yang telah

A

ISI

<Zmenyempatkan waktunya untuk memberikan motivasi, arahan, dan

904
3
=3
>
«Q
D
>
>
<
D
X
@D
=]
D
o
D
E®]
@D
>
=
»

neny wisey jraedg uejn



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
7.m33eluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat

-
openulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi, pelajaran

o
adan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.

= : . . .
8.—Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

=
—Kasim Riau beserta Staf yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan

NI

U)StUdI kepustakaan.
c

9.$Seluruh Pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan
jeb)
yang telah mengizinkan, menyambut, dan berpartisipasi dalam proses
&
Cpenelitian.

Dengan segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis
ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam dan rasa terima kasih yang
tulus. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua,
terutama bagi penulis, serta ikut berkontribusi dalam memperluas wawasan

pengetahuan Kita bersama.

W
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

-

Pekanbaru, 10 Juli 2024
Penulis

MUHAMMAD ZAKI PRATAMA
NIM. 12020115564
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BAB |

PENDAHULUAN

dioyeH @

AgLatar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara berkembang dimana pajak merupakan salah

atu sumber pendapatannya. Pajak merupakan salah satu komponen penting

S_NIf AW

untuk menjadi tumpuan utama pembangunan di Indonesia.! Berdasarkan Pasal

sn

21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

=

odan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pengertian “Pajak adalah
gkontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka wajib pajak memiliki
kewajiban membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk

kemakmuran rakyat. Tapi bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah biaya atau

gﬁbeban karena akan mengurangi pendapatan yang diterimanya. Oleh karena itu,

2}

~Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

IS

e

mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
eperluan negara diatur dengan undang-undang.?

Penerimaan pajak dari tahun ke-tahun bisa terjadi kenaikan dan bisa

Z[ISIBA!U;[ D

ierjadi penurunan, Penerimaan pajak di Indonesia cukup signifikan, karena

A

alam dua tahun terakhir penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang

! Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Cet. Ke-2, h.6.
2 Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

neny wisey jrredg uej[ng jo
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©
mIreIatif tinggi hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak dari tahun 2021-2023

-
omengalami kenaikan berdasarkan penerimaan pajak yang tercantum dalam

o
mAnggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2021-2023. Oleh karena itu,

=
—diharapkan penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan dalam tahun-tahun

=
cimendatang. Peningkatan penerimaan pajak ini tentu saja diiringi dengan

@ertambahnya jumlah Wajib Pajak (WP).®> Tetapi juga tidak menutup

c
gkemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan pelanggaran yang

jeb)
sdilakukan wajib pajak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

gtentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan “Pengertian
wajib pajak yaitu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan”.
Membayar pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi baik oleh
g.?pemerintah maupun rakyat sebagai bagian dari kewajiban mereka kepada

-

m
;Tuhan. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur penerimaan

F—

+¥]
=dan pengeluaran negara, yang memberi mereka wewenang untuk memungut
™
Chpajak dari rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain,

rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan berhak mengawasi

I9AIU

penggunaan dana yang telah mereka bayarkan kepada negara. Kedua pihak ini

A31s

aling bergantung satu sama lain, sehingga diperlukan peran aktif dari

Agluejng jo

3 Novika Putri Pratiwi dan Novika Putri Pratiwi, “Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib

Pafak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KIA ABC”, Jurnal Kajian dan Penelitian Umum,
Vdlime 1., No. 6., (2023), h.2.
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©
mIpemerintah dan rakyat untuk menciptakan kemandirian negara, khususnya di

-
oIndonesia, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu mengawasi tanggung jawab
o

—

mmasing-masing pihak.* Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak

=
—masi enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan berusaha mengelak

=
cdari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem self assessment

@eberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi

c
2 Direktorat Jendral Pajak (DJP), berdasarkan data hasil olahan Direktorat Jendral

jeb)

TPajak.®

QD

c Pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak

digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak
dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang
berlaku.® Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (budgeter) yaitu
pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah, fungsi mengatur (regular) yaitu pajak
E—‘Derfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang

-

:—sosial dan ekonomi. Sebagai contoh; dikenakannya pajak yang lebih tinggi

F—

gterhadap minuman Kkeras, sehingga penjualan minuman keras dapat ditekan

™
gdemikian pula terhadap barang mewah.” Berdasarkan fungsi tersebut tujuan

< : : : :

.r_gpemerlntah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, akan

]

G

9'-, 4 Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor
Ek@;;rnal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Akuntansi & Investasi, Volume 15., No. 1.,
(2@44), h.57.

= ° Sultoni, “PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP”, artikel dari

mgllww.paiak.qo.id/. Diakses pada 19 Januari 2024.

& Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia/
Matihot Pahala Siahaan, (Yogyakarta : Graha llmu, 2010), Cet. Ke-1, h. 89-92.
7 Pancawati Hardiningsih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar
Pajak”, Dinamika Keuangan dan Perbankan, Volume 3., No. 1., (2011), h.127.

Ie
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©
mlletapi berbeda dengan wajib pajak memiliki tujuan ingin meminimalkan besar

-
opajak yang akan dikeluarkannya. Sekarang di Indonesia berlaku sistem

g'pemungutan pajak self assessment. Self assessment adalah suatu sistem
gpemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab
Zkepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri
zbesarnya pajak yang terutang.®

Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sebagai

Be)sng

shentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah
gsatunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang
semakin cangggih, DJP memberlakukan system pelaporan yang berbasis online
salah satunya Surat pemberitahuan tahunan.® Pada awal tahun 2014, pemerintah
menerbitkan peraturan baru terkait pelaporan pajak secara elektronik melalui
Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara online (e-filing). Dengan adanya

E?peraturan pajak tersebut, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

2

~Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dilakukan secara online dan real-time.

wejs

Layanan ini memungkinkan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan

T

SPT) melalui internet di situs web Direktorat Jenderal Pajak, yang dapat

diakses secara gratis.'® Karena dilakukan secara online, Surat Pemberitahuan

ng|jo A3rs12A1un) d

8 Dian Khairannisa dan Charoline Cheisviyanny, “Analisis Peranan Konsultan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”, Jurnal Eksplorasi
Akfintansi, Volume ., No. 3., (2019), h.1152.

® Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, (Yogyakarta:
Graha llmu, 2017), Cet. Ke-1, h. 92.
10 yuli Nawangsasi, et.al., “Analisis Pelaporan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak”, Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Volume 9, No. 2., (2017), h.50.

Ie
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©
mI(SPT) yang disampaikan juga harus dalam bentuk elektronik atau e-SPT.

-
oPenggunaan e-SPT dan e-filing, sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun

o
02010 hingga tahun 2016, terus meningkat. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah

=
—pengguna e-SPT dan e-filing diperkirakan akan terus bertambah, karena metode

=
cini memudahkan baik wajib pajak maupun fiskus.!* Dengan adanya sistem

f’nelaporan seperti ini seharusnya wajib pajak tidak memiliki alasan untuk tidak

c
“memenuhi kewajiban pelaporan pajak.

Surat pemberitahuan tahunan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-

Bly eY

<Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah “Surat pemberitahuan tahunan
(SPT) vyaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan”.

Surat pemberitahuan tahunan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi wajib

ajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah

[SL 23e3S

e

pajak yang sebenarnya terutang dan pemenuhan pembayaran pajak setahum

QD

erakhir. Adapun alasan wajib pajak melaporkan SPT yaitu sebagai amanat

peraturan perundang-undangan serta implikasi self assessment. Berdasarkan

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ajrs1aATu

etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3 dari peraturan di atas

Tr

Ag ue;[n%go

11 Agus Suharsono, “E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan
saksi Elektronik”, Simposium Nasional Keuangan Negara, Volume 2, No. 3., (2018), h.336.

R 2

I
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©
mImengatur kewajiban wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan dengan

-
obenar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin,

o
wangka Arab, dan satuan mata uang rupiah. wajib pajak harus menandatangani

=
—surat tersebut dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak

=
ctempat mereka terdaftar. Jika wajib pajak telah mendapat izin menggunakan

@ahasa asing dan mata uang selain rupiah, Surat Pemberitahuan harus

c
gdisampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang

jeb)
—yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.*?

g Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa,
dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, dengan
kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan regulasi Menteri Keuangan. Wajib
pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengikuti tata cara yang diatur oleh Peraturan
Menteri Keuangan.®

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan berbeda-beda sesuai

engan jenisnya, seperti Surat Pemberitahuan Masa, Surat Pemberitahuan

[SL 278318

e

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, dan Surat

_gf)

emberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Ada juga

kriteria tertentu yang memungkinkan wajib pajak melaporkan beberapa masa

I9AIU

pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, yang diatur oleh Peraturan

A31s

enteri Keuangan.4

¥

12 Indonesia, Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Perpajakan.

3 1bid.

14 1bid.
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Sanksi administratif akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak

ABH @

melaporkan SPT, seperti denda sejumlah Rp500 ribu untuk surat pemberitahuan

dio

~Masa PPN atau pajak pertambahan nilai, denda sejumlah Rp100 ribu untuk SPT

=
—masa yang lain, denda sebesar Rp 1 juta untuk surat pemberitahuan PPh atau

=
—Pajak penghasilan wajib pajak badan, serta denda sebesar Rp100 ribu untuk

isurat pemberitahuan wajib pajak perorangan. Apabila pihak wajib pajak

c
gmengalami keterlambatan untuk melakukan penyetoran uang denda, bahkan

jeb)
thantinya denda tersebut Bisa bertambah lagi sesuai dengan suku bunga Acuan

gdari Bi atau Bank Indonesia yang ditambah sebesar 5% dibagi 12 bulan.

Di samping itu, wajib pajak juga bisa dikenakan sanksi pidana, seperti
halnya hukuman penjara kurang lebih selama 6 bulan sampai 6 tahun bisa jadi
paling lama dan denda sebesar 2 sampai 4 kali dari jumlah pajak terutang yang
kurang dibayar atau yang tidak dibayarkan. Minimal akan mendapat denda

adalah 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar atau yang tidak dibayar.*®

=Hal ini bisa terjadi karna Pajak memiliki sifat wajib dan harus dilaksanakan oleh

1

] 23e

etiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang

wejs

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak

T

EED

an pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur

dengan undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa pajak bukanlah pilihan,

ISIJAIU

Zmelainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan guna

o
@D
>
o
c
x
c
>
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©
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15 https://flazztax.com/2023/11/20/ diakses pada 20 Februari 2023 pukul 15.51 WIB
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©
mIperaturan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa prosesnya sah dan

=
otransparan.*®

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan

lw e)d

sesuai batas waktu, dapat diterbitkan surat teguran. Selain itu, terdapat

etentuan yang mengatur tentang surat pemberitahuan tahunan dianggap tidak

NI

mdisampaikan jika tidak memenuhi persyaratan tertentu, seperti tidak

c
iditandatangani, tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diminta,

Q\;;J;atau disampaikan setelah proses pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktur
gJenderal Pajak. Jika surat pemberitahuan tahunan dianggap tidak disampaikan,
Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban memberitahukan hal tersebut

kepada wajib pajak.’
Dalam keseluruhan, Pasal 3 Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2009

memberikan arahan mengenai kewajiban teknis dan administratif yang harus

dipenuhi oleh wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan,

1S

serta konsekuensi yang mungkin timbul jika persyaratan tersebut tidak dipatuhi.

eluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan pelaporan pajak dilakukan

Is] 3¢

secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.®

N druwe

Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru, Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan mengalami peningkatan jumlah

ISIJAIU

3

Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak

A

16 pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17 Pasal 3 Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Perpajakan.

18 1bid.
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©
mIorang pribadi masih rendah. Dilihat dari data jumlah wajib pajak orang pribadi

-
oYyang terdaftar di KPP Pratama Senapelan dalam tabel berikut ini:

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2024.

©

o Tabel 1.1

3 Data Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
= Pekanbaru Senapelan pada tahun 2021-2023

=

S| Lahun | Tahun | WPOP | Targer | SPT Yang Rasio
= Pajak Terdaftar SPT Dilaporkan | Kepatuhan
w

c 2021 2020 139.767 39.144 32.675 83,54%
g 2022 2021 147.449 46.567 34.788 74,71%
QO

| 2023 2022 156.882 52.434 41.579 79.30%
=

c

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib Pajak Orang
Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang terdaftar dari
tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun jumlah
SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah
wajib pajak yang telah mendaftar. Sehingga presentase kepatuhan mengalami
naik turun persentasenya. Hal ini menandakan, dimana hanya setengah dari
jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kepatuhan wajib pajak
orang pribadi dengan baik.

Berdasarkan terhadap data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang

ATU[] DTUIR[S] 3}€}S

“Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru

JISID

.Senapelan, sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 1.1, maka dapat dilihat
beberapa hal yaitu, bahwa dari hasil Tabel 1.1 terdapat begitu banyak wajib
pajak yang tidak melapor SPT Tahunan.

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar

11eAg uej[ng jo A

.mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlah Surat Pemberitahuan

nery wisey j
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©
gTahunan (SPT) yang dilaporkan tidak sebanding. Hal ini mencerminkan

-
o kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
o

—

o Dengan merinci bentuk pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

=
—-KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang tidak terlaksana sesuai ketentuan

e

— Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

d B)SNS N

penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT

PEMBERIAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

nei

NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN

TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN SPT

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU

SENAPELAN”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih

erarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan

E[SLQ]E’]S

Sbatasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini

™
gdifokuskan kepada pelaksanaan pelaporan surat pemberian tahunan

Al

.r_gberdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
]
Q'Dan Tata Cara Perpajakan terhadap pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak
=)
ﬁratama Pekanbaru Senapelan. Kemudian yang menjadi faktor penghambat
e

g'kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

umusan Masalah

£

nery wisey ;gw;os
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©

mIAdapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

-

ol. Bagaimana Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di KPP
o

o  Pratama Pekanbaru Senapelan?

=

—2. Apa Faktor penghambat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan
=

— Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
i Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?

c

w

L

jeb)

2

QD

c

DETujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan
penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan,
termasuk proses, kebijakan, dan praktik-praktik terkait.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kepatuhan
Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan,

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2 dJTwIe[s] d3e}s

E.CManfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Ajrs1aaArtu

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai literature review bagi
penelitian-penelitian  selanjutnya khususnya penelitian di bidang

perpajakan.

neny wisey jrredAg uejng jo
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©
I BAB Il
{ah]
-
o KAJIAN PUSTAKA
=
AgKerangka Teoritis
=
—1. Negara
=
— Negara merupakan konsep yang berasal dari bahasa Latin, yakni
i "status™ atau "statum,"” yang berarti sesuatu yang berdiri tegak dan stabil.
c
& Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai standing atau
jeb)
o0 station, yang merujuk pada posisi atau kedudukan, seperti dalam istilah
&
c

status civitatis atau status republicae, yang menunjukkan kedudukan dalam
kehidupan bermasyarakat. Pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf
Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah memperkenalkan teori-
teori tentang negara, yang hingga saat ini masih memberikan pengaruh
signifikan. Meskipun mereka membahas negara dalam konteks wilayah
yang lebih kecil, yaitu polis atau negara kota, gagasan mereka tetap relevan.
Pemikiran ini tertuang dalam karya mereka yang dikenal sebagai Politeia
(yang membahas negara kota), Politicos (ahli negara kota), dan Politica
(ilmu tentang negara kota). Selain itu, kata negara juga ditemukan dalam
bahasa Sansekerta, yaitu nagari atau nagara, yang berarti kota.®

Sejak istilah negara diterima secara umum sebagai representasi dari
organisasi teritorial yang memiliki kedaulatan atas suatu bangsa, konsep ini

terus mengalami perkembangan dalam pemahamannya. Secara etimologis,

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

19 Abu Daud Busroh, llmu Negara, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1990), Cet. Ke-1, h.13.

13
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negara merujuk pada organisasi tertinggi di antara sekelompok masyarakat
dalam suatu wilayah yang bercita-cita untuk bersatu, memiliki kekuatan
politik, dan berdaulat, serta berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Menurut Kelsen negara dipandang sebagai gagasan teknis yang
menunjukkan bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat
sekelompok individu dalam suatu wilayah teritorial yang terbatas.?’
Sementara itu, Rifai (2010) menyebutkan bahwa negara berfungsi sebagai
agency atau alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur
hubungan sosial dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Selain para ahli
ini, banyak pemikir lainnya yang juga memberikan definisi tentang konsep
negara.?!

Para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai
konsep negara, yang memperkaya pemahaman tentang istilah tersebut.
Beberapa ahli memandang negara sebagai institusi sosial, sementara yang
lain melihatnya sebagai organisasi yang hidup, mirip dengan manusia. Ada
juga yang mendefinisikan negara sebagai ikatan kehendak yang
menyatukan berbagai golongan masyarakat (Usman, 2015).2? Untuk
mempermudah pemahaman, konsep negara dapat dikelompokkan ke dalam

beberapa tinjauan:

}[M'S JO AJISIdATU[) DTWR[S] d}e)S

20 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, terjemahan oleh Sumitro L. S. Danuredjo.

(J@arta PT Aksara Persada Indonesia. 1989). Cet. Ke-1, h. 23.

2L Amzulian Rifai, Teori Sifat Hakikat Negara, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing,

2040). Cet, Ke-2, h. 19.

Ie

22 Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)”, Jurnal Al-Daulah,

Vdlyme 14., No. 1., (2015), h. 135.
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1. Sebagai organisasi kekuasaan: Logemann dan Harold J. Laski

menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan
mengatur masyarakatnya. Dalam hakikatnya, negara berfungsi sebagai
sistem kerja sama untuk membuat kelompok masyarakat bertindak
sesuai dengan kehendak negara.?®

Sebagai organisasi politik: Roger H. Soltou, dalam bukunya The
Modern State, menyatakan bahwa negara adalah persekutuan manusia
yang mengatur tatanan masyarakat dalam suatu wilayah dengan sistem
hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan
memaksa. R.M. Maclver (1959) menambahkan bahwa negara memiliki
ciri khas berupa kedaulatan dan keanggotaan yang mengikat serta
memaksa.?*

Sebagai organisasi kesusilaan: Friedrich Hegel berpendapat bahwa
negara adalah organisasi kesusilaan yang merupakan sintesis antara
kebebasan universal dan kebebasan individu, di mana setiap individu
menjadi bagian dari negara dan kekuasaan tertinggi ada pada negara.?®
Sebagai integritas antara pemerintah dan rakyat: Prof. Soepomo
membagi konsep negara dalam tiga teori:?®

o Teori perseorangan (individualistik): Negara dianggap sebagai

JO AJISIdATU) dDTUIR[S] d)€)}S

C

S 'sgmﬁs

v}
ek

nery wisey j

23 Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994),
Ke-1, h. 34.

24 R.M. Maclver, The Nation and the United Nations (National Studies on International
nization), (California: Greenwood Publishing Group Inc, 1974), h. 45

% |bid, h. 48,

26 Sri. Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran dan Pandangan), Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2014), h. 78.
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masyarakat hukum yang dibentuk atas perjanjian antar individu,
seperti yang dikemukakan oleh Harold J. Laski, Jean Jacques
Rousseau, John Locke, dan Thomas Hobbes.

o Teori golongan (kelas): Karl Marx, Engels, dan Lenin
berpendapat bahwa negara merupakan alat golongan yang kuat
secara ekonomi untuk menindas golongan lain.

o Teori integralistik (persatuan): Negara dipandang sebagai
susunan masyarakat yang integral, melampaui kepentingan
individu dan golongan, seperti yang diajarkan oleh Adam
Muller, Spinoza, dan Hegel.

Dari berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep
negara bersifat dinamis, tetapi secara umum dapat diartikan sebagai
organisasi yang meliputi wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang
berdaulat.

Pendapatan Negara

Pendapatan negara merupakan total penerimaan yang diperoleh
pemerintah dari berbagai sumber, yang digunakan untuk membiayai
kegiatan dan program pembangunan negara. Pendapatan ini terdiri dari
pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber pendapatan
lainnya.?” Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 2

(99)
nery wisey ﬁwﬂlg ue}[ng jo AJISIdATU() dIWE]S] a3e3s

27 M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta:
Yogyakarta, 1997), Cet. Ke-1, h. 57.
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Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai
penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.?® Berikut
Penjelasan masing-masingnya:

a. Penenrimaan Perpajakan.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang
terdiri atas pendapatan pajak dalam negen dan pendapatan pajak
perdagangan internasional.?® Terbagi menjadi dua, diantaranya:

1) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, semua penerimaan negara yang
berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak
pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang
mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai,
dan pendapatan pajak lainnya.*

2) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan
pendapatan bea keluar.3!

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan

dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas

D
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28 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Negara.

29 Pasal 1 ayat (3), Ibid.
%0 pasal 1 ayat (4), Ibid.
31 pasal 1 ayat (5), Ibid.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

18

layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan
Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola
dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.®?
c. Penerimaan Hibah
Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam
bentuk devisa dan/ atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/ atau
surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu
dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam
negeri maupun dari luar negeri.®
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa pendapatan
negara terdiri dari tiga komponen utama: Penerimaan Perpajakan,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah.
Penerimaan Perpajakan mencakup pendapatan dari pajak dalam negeri dan
pajak perdagangan internasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi
pungutan yang dibayar oleh individu atau badan atas layanan dan
pemanfaatan sumber daya negara. Sedangkan Penerimaan Hibah adalah
penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali dari pemberi hibah, baik
domestik maupun internasional. Ketiga komponen ini berkontribusi penting

terhadap kekayaan bersih dan pembiayaan kegiatan pemerintahan.
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32 pasal 1 ayat (6), Ibid.
33 pasal 1 ayat (7), Ibid.
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Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara pajak,

retribusi, substitusi, iuran, dan sumbangan:*

1)

2)

3)

4)

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada
pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan
langsung. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program
pemerintah dan layanan publik. Contoh pajak termasuk pajak
penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan
bangunan (PBB).

Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah sebagai
imbalan atas pelayanan tertentu yang diberikan kepada masyarakat.
Retribusi bersifat lebih langsung dibandingkan pajak karena biasanya
dibayarkan saat mendapatkan layanan. Contoh retribusi meliputi
retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi izin usaha.
Substitusi dalam konteks ekonomi dan keuangan sering merujuk pada
penggantian atau pengalihan suatu barang atau layanan dengan barang
atau layanan lain yang memiliki fungsi atau tujuan yang sama. Dalam
konteks pajak, substitusi dapat berarti penggantian pajak yang satu
dengan pajak yang lain. Namun, istilah ini tidak umum digunakan
dalam konteks pajak dan lebih sering digunakan dalam teori ekonomi.
luran adalah kontribusi yang dibayarkan oleh anggota suatu kelompok

atau organisasi untuk tujuan tertentu, biasanya untuk kepentingan

K
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3 Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet.
, h. 34-36.
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bersama. luran sering digunakan dalam konteks organisasi atau
lembaga seperti koperasi, serikat pekerja, atau asosiasi. Contohnya
adalah iuran anggota koperasi dan iuran keanggotaan dalam organisasi
profesi.

5) Sumbangan adalah donasi sukarela yang diberikan oleh individu atau
badan kepada organisasi, lembaga, atau orang lain untuk mendukung
suatu kegiatan atau tujuan tertentu, tanpa adanya kewajiban untuk

membayar. Sumbangan bisa berupa uang, barang, atau jasa. Contoh

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

sumbangan termasuk donasi untuk amal, bantuan bencana, atau
kontribusi untuk kegiatan sosial.>®
3. Teori Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 menyatakan
bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.*® Pajak berbeda dari retribusi, substitusi, iuran, dan sumbangan
dalam hal kewajiban dan tujuan penggunaannya. Pajak adalah kewajiban
yang dikenakan oleh pemerintah tanpa imbalan langsung, digunakan untuk
membiayai kebutuhan umum negara, seperti infrastruktur dan layanan

publik. Sementara itu, retribusi adalah pungutan atas penggunaan layanan

S ufe}[ng Jo AJISIDATU() dIWR[S] d)e}§

3 Muhammad Amin, Menggali akar mengurai serat ekonomi dan keuangan Islam,
(Giputat, Tangerang: Kholam Pub, 2008), Cet. Kel, h. 36.

% pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan
Tala,Cara Perpajakan

3
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tertentu yang disediakan pemerintah, di mana pembayar mendapatkan
imbalan langsung. Substitusi mengacu pada penggantian jenis pajak yang
dikenakan untuk mendorong perilaku tertentu. luran adalah kontribusi dari
anggota suatu organisasi untuk mendanai kegiatan bersama, dan sumbangan
adalah pemberian sukarela untuk tujuan tertentu tanpa paksaan. Masing-
masing bentuk kontribusi ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda
dalam mendukung pengelolaan keuangan publik.3’

Menurut Soemitro, Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang
harus diberikan oleh rakyat kepada kas Negara sesuai dengan Undang-
Undang, tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dapat diidentifikasi.
Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
Perspektif ini menekankan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus
dipenuhi oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan hukum.*® Dan
Soemahamidjaja dalam Pudyatmoko memberikan definisi pajak sebagai
iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum. Tujuannya adalah untuk menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa kolektif, yang pada gilirannya diharapkan
dapat mencapai kesejahteraan umum. Perspektif ini menekankan pada sifat
wajib dan legalitas dalam pengenaan pajak serta tujuan pembayarannya

untuk kepentingan bersama.*® Sedangkan Rochmat Soemitro menyatakan

Pu
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37 Santoso, Pengantar Kebijakan Fiskal dan Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta

shing, 2021), h. 78-92.

38 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2008), Cet. Ke-15,

39 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta : Andi, 2002), Cet. Ke-1,
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bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh warga kepada negara sesuai
dengan undang-undang, Yyang dapat dipaksakan, langsung dapat
diidentifikasi, dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pemahaman
ini menyoroti aspek pemaksaan dalam pengenaan pajak, di mana warga
negara harus memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan regulasi yang
berlaku, dan pajak tersebut dapat diarahkan untuk mendukung
pembangunan negara.*°

Simpulan dari pembahasan ini adalah bahwa ketiga definisi pajak
dari Soemitro, Soemahamidjaja dalam Pudyatmoko, dan Rochmat Soemitro
memiliki kesamaan dalam menggambarkan pajak sebagai suatu kontribusi
atau iuran yang harus diberikan oleh warga negara kepada negara sesuai
dengan undang-undang. Pajak diartikan sebagai kewajiban yang wajib
dipenuhi tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dapat diidentifikasi.
Pajak tersebut memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran umum
pemerintah dan menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif,
dengan harapan mencapai kesejahteraan umum.*

Namun, terdapat perbedaan penekanan antara perspektif Soemitro
yang menyoroti pembiayaan pengeluaran umum  pemerintah,
Soemahamidjaja dalam Pudyatmoko yang menekankan sifat wajib dan
legalitas dalam pengenaan pajak serta tujuan pembayarannya untuk

kepentingan bersama, serta Rochmat Soemitro yang menyoroti aspek
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40 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), Cet. Ke-12,

41 Agus Setiawan, Panduan Perpajakan, (Jakarta: PT. Graphindo Media, 2008), Cet. Ke-
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pemaksaan dalam pengenaan pajak dan penggunaannya untuk mendukung
pembangunan negara. Dengan demikian, pemahaman tentang pajak
memiliki dimensi yang kompleks dan melibatkan aspek hukum, kepatuhan
wajib pajak, dan tujuan pembangunan negara.*?
a. Unsur unsur pajak
Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli
sebelumnya, maka “ unsur-unsur” yang terdapat dalam definisi tersebut
adalah:*3
1) luran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak
adalah negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang).
2) Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau
dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat
luas.
b. Fungsi-fungsi Pajak
Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik
perekonomian, pajak memili kegunaan dan manfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin
meghendaki ~ merosotnya  kehidupan ~ ekonomi  masyarakat.
Mardiasmo,menyatakan fungsi pajak dibagi dua yaitu:**
1) Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi Mengatur (Regulerend)
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42 Erly Suandy, Hukum pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), Cet. Ke-7, h. 102.
4 Mardiasmo, Op. Cit., h. 22.
4 Ibid. h. 27.
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Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah
untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
c. Pengelompokan Pajak
Perpajakan terdapat beberapa pengelompokan, adapun
pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo yakni sebagai berikut :%°
1) Pajak Berdasarkan Golongannya
Adapun pengelompokan pajak berdasarkan golongannya
terdiri dari:

a. Pajak Langsung adalah jenis pajak yang harus dihadapi langsung
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oleh wajib pajak tanpa kemampuan untuk menyerahkan atau
mengalihkan beban pajak kepada pihak lain. Contohnya adalah
Pajak Penghasilan.

Pajak Tidak Langsung, sebaliknya, adalah pajak yang pada
akhirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain.

Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

2) Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, diantaranya

adalah:*®
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4 1bid, h 31-38.
46 Erly Suandy, Op. Cit., h. 45-47.
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a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang berfokus pada
subjeknya, yakni berdasarkan pada kondisi atau keadaan wajib
pajak. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan
pajak subjektif, di mana pengenaannya pada subjek pajak, dalam
hal ini orang pribadi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti
status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lainnya.
Keadaan individu tersebut kemudian digunakan untuk
menentukan besaran penghasilan yang tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif, di sisi lain, adalah pajak yang didasarkan pada
objeknya tanpa mempertimbangkan keadaan khusus wajib
pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini dikenakan pada
objek transaksi atau pembelian tanpa memperhatikan
karakteristik pribadi dari wajib pajak yang bersangkutan.

3) Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
Adapun pengelompokkan pajak berdasarkan lembaga
pemungutannya dapat dibagi menjadi:*’

a. Pajak Pusat merujuk pada pajak yang dikumpulkan oleh
pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk membiayai
kebutuhan rumah tangga negara. Contohnya meliputi Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.
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47 1bid, h. 52-54.
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b. Pajak Daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk mendukung kebutuhan rumah

tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua kategori:

1. Pajak Provinsi, yang mencakup pajak seperti Pajak
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, dan Pajak Kendaraan di atas Air.

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang termasuk Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

d. Tata cara pemungutan pajak

1) Sistem pemungutan pajak:*®

a. Official assestment system adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Self assestment system adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib
pajak untuk menentukan sendirinya besarnya pajak yang
terutang.

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan
bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak
yang terutang oleh wajib pajak.

2) Stelsel pajak:*°

Stelsel nyata adalah pengenaan pajak di dasarkan pada objek
(penghasilan yang nyata).

Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak di dasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata
dengan stelses anggapan.

i
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Asas pemungutan pajak:*°

a. Asas domisili dimana negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh pennghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal
diwilayah pabean indonesia, sekalipun penghasilan diperoleh
dari luar negeri.

b. Asas sumber dimana negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan ~ yang  bersumber  diwilayahnya  tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut  Mardiasmo,upaya pemungutan  pajak tidak

menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :>*

1)

2)

3)

4)

5)

Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan
pajak secara umun dan merata, serta disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding
kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat
yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
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51 Mardiasmo, Op. Cit., h. 43-47.
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f. Teori Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa teori yang menjelaskan
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori
tersebut antara lain adalah :%?

1) Teori Asuransi, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta
benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus
membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi
karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat
didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin
besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak
yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama
beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2
pendekatan, yaitu Unsur objektif, dengan melihat besarnya
penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
Kemudian Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya
kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti yaitu dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada
hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang
berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak
adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli yaitu dasar keadilan terletak pada akibat
pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik
daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga
negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke
masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih
diutamakan.

g. Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi:*3
1) Perlawanan Pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak,
karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sistem

perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. Dan sistem
kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
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2) Perlawanan Aktif yaitu meliputi semua perbuatan yang secara
langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk
menghindari pajak. Perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi:

a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang.

b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Menurut Siti Kurnia Rahayu SPT Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor perhitungan dan/atau
pembayaran pajak.>*

Menurut TMBooks SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun
pajak/bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, termasuk SPT
Tahunan Pembetulan. *

Menurut Chairil Pohan SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan
untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.>® Definisi SPT Tahunan
menurut Siti Resmi adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan
untuk pelaporan tahunan.®’

Sedangkan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, SPT

Tahunan adalah sebagai berikut: “Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun

Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun

H
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%4 Siti Kurnia Rahayu, Op.Cit., h. 273.
5 TMBooks, Perpajakan: Esensi Dan Aplikasi, (Yogyakarta : Andi, 2013), Cet. Ke-1, h.35.
%6 Pohan Chairil, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep

m Pajak, (Jakarta : Mitra Wancana Media, 2017), Cet. Ke-1, h.57.

57 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Cet. Ke-6,
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kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak

sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka

waktu 1 Tahun Pajak.””®

Dari beberapa definisi diatas menurut para ahli dapat disintesakan

bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang digunakan

oleh subjek atau wajib pajak untuk melaporkan, menghitung serta

membayar pajak terutangnya dalam satu tahun pajak.

a. Jenis Surat Pemberitahuan

Ada dua jenis Surat Pemberitahuan:>®

1)

2)

Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian
tahun pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari
jangka waktu 1 Tahun Pajak.
Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak
adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam
suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat
Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut
pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkan dalam setiap masa.

b. Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT wajib disampaikan oleh Wajib Pajak, dengan batas waktu:

1)
2)

Untuk SPT Masa, paling lama 20hari setelah akhir Masa Pajak.
Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi,
paling lama 3 bulan setelah Akhir Tahun Pajak.

(
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60 Waluyo, Op Cit, h.34
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3) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling
lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Kewajiban WP Terkait dengan SPT

Sesuai dengan sistem Self Assesment, wajib pajak mengambil
sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan wajib
pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor
Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh
Wajib Pajak.®* Disamping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat
Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs
Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat
Pemberitahuan tersebut. Namun, untuk memberikan pelayanan yang
lebih baik, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat
Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan
benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani
serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan
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oleh Direktur Jenderal Pajak.%? Yang dimaksud dengan mengisi Surat
Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam
bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap,
dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi
Surat Pemberitahuan adalah:®3

1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam
penerapan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan
dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan, dan

3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak
dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap,
dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.®*

Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara
biasa, dengan tanda tangan atau stempel, atau tanda tangan elektronik

atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama,

yang tata cara pelaksanannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
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Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus
ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak
menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat
kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
Surat pemberitahuan dapat disampaikan langsung, dikirimkan melalui
pos, atau disampaikan secara elektronik.
Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Tertuang pada kamus besar bahasa indonesia, bahwa kepatuhan
adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Pratama
berpendapat bahwa disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib
pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak
yang memenuhi Kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,

Teori kepatuhan (compliance theory) dicanangkan oleh Stanley
Milgram. Teori kepatuhan (compliance theory) adalah teori yang
menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau
aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman
ialah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai
Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan

menjalankan hak perpajakannya.®® Sedangkan Menurut Zain dan Wijoyanti

~
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 Tahar dan Rachman, “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap

atuhan Wajib Pajak,” Akuntansi Dan Investasi, Volume 15., No. 1., (2014), h.59.
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memberi penjelasan kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib

pajak dengan memenuhi hal-hal dalam kewajiban perpajakannya, dimana

wajib pajak memahami dan menerapkan atas ketentuan perpajakan,
kemudian mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan
perhitungan total pajak terutangnya secara benar sampai dengan membayar
pajak tersebut tepat pada waktunya.5®

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat
didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua
macam kepatuhan pajak, yaitu:

a) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenubhi
kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan
membayar pajak terutangnya tepat waktu,maka dapat dikatakan bahwa
wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.®’

b) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan,
yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak

mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan

S N
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 Mohammad Zain dan Wijoyanti, Manajemen Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat,

), Cet. Ke-1, h. 79-80.

67 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, (Jakarta: Kelompok Yayasan Obor, 2003) Cet.

h. 93.
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dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi

kepatuhan material (tepat bayar).%®

Kriteria Wajib Pajak yang patuh

Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJP
yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.

03/2003, yang berisikan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila:®°

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2) Dalam tahun terkahir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak
lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak
berturut-berturut.

3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b
telat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT
Masa pajak berikutnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widi Widodo, tingkat kepatuhan wajib pajak
meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu
fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan
cendrung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan
pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan

pelayanan dilakuakan secara adil dan transparan, maka tingkat

kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecendrungan meningkat. Ada
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® Dian Khairannisa dan Charoline Cheisviyanny, “Analisis Peranan Konsultan Pajak
Teghadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan,” Jurnal Eksplorasi
Akentansi, Volume 1., No. 3., (2019), h.1156.

% Indonesia, Menteri Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
23B{KMK.03/2003.
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beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

antara lain:"°

1)

2)

Pemahaman terhadap sistem self Assessment

Sistem self Assessment yang diterapkan dalam perpajakan di
Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya
pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila
wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan
merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak
tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukan bahwa
rendahnya pemahaman self Assessment akan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain
dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan
interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan
yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan,
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan
dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang

memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan,

neny wisey juaeAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

70 Dian Khairannisa dan Charoline Cheisviyanny, Op.Cit., h. 1157-1162.
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kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki
oleh aparat pajak. Maka dapat disimpulkan, kualitas pelayanan yang
baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.’*
Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan
menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan
peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku.
Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari
masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak
melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan
ganda untuk kepentingan pajak. Dengan tingkat pendidikan yang
rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan
kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka
terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.
Tingkat Pengahasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak
penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang.
Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S
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erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang
dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat
penghasilan. Jadi tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap
keaptuhan wajib pajak.
5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib
pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

administrasi (dapat berupa bunga dan denda) dan sanksi pidana.
Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, jadi presepsi wajib pajak terhadap sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”
c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jendral Pajak

menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib antara lain:"

1) Aspek Kketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah
persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai
ketentuan yang berlaku.

2) Aspek income pendapatan wajib pajak, sebagai indikator kepatuhan
adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan
(PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Aspek Law Enforcement (Pengenaan sanksi), sebagai indikator

kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum
jatuh tempo.

8 Widi Widodo, et.al., Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak, (Bandung: Alfabeta,
), Cet. Ke-1, h. 127-132.

" Indonesia, Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Perpajakan.
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4) Aspek lainnya, dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini
dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran
dan aspek kewajiban pembukuan.

B& Penelitian Terdahulu

S_NIQ AW

sn

0

neiy ey

m

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap

enelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak

emiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat

leh penulis adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Arlieza dwi Intan Prastiwi pada tahun 2018
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul
“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Keterlambatan
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”.” Persamaannya
terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan
metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada
lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Tengah Satu, sedangkan penulis berlokasi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Dan peneliti terdahulu
fokus membahas pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap
keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan, sedangkan penulis

dalam penelitian ini ingin meneliti kepatuhan pelaporan surat

S ufe}[ng jo AJISIDATU() dIWR[S] 3)e}§

> Arlieza Dwi Intan Prastiwi, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Terhadap

Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan

Pajak

nery wisey

Pratama Semarang Tengah Satu”, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2018), h. 12.
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pemberitahuan tahunan berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 16 tahun
2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Skripsi yang ditulis oleh Engla Atervina pada tahun 2021 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Analisis Tingkat
Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Melalui E-Filling Di KPP
Pratama Bangkinang”.’® Persamaannya terletak pada metode dan jenis
penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti
terdahulu berlokasi di KPP Pratama Bangkinang, sedangkan penulis
berlokasi Di Kantor Pelayanan pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Dan
Peneliti Terdahu fokus menganalisis Tingkat kepatuhan pelaoran SPT PPh
orang pribadi melalui e-filling, sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus
membahas kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak
orang pribadi berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 16 tahun 2009
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Skripsi yang ditulis oleh Egya Ramadhan pada tahun 2022 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul
“Pengawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian
Dalam Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPH Melalui E-Filling”.”’

Persamaannya terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama

>0

nery wisey

f1111g Jo Ajrs1aATupn) dTwe[s] 33835

® Engla Atervina, “Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi

Metalui E-Filling Di KPP Pratama Bangkinang”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah
Yqgyakarta, 2021), h. 10.

" Egya Ramadhan, “Pengawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan

Keldlaian Dalam Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPH Melalui E-Filling”, (Skripsi:
Uriliersitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), h. 8.
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menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi di
Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur, sedangkan penulis
berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Dan
peneliti terdahulu fokus membahas pengawasan hukum terhadap wajib
pajak yang melakukan kelalaian dalam penyampaian laporan SPT Tahunan
PPH melalui e-filling, sedangkan penulis dalam penelitian ini ingin meneliti
kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-
undang pasal 3 nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan.
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AgJenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis.
enelitian Yuridis Soiologis tersebut yang diteliti adalah data primer atau suatu

data yang diperoleh langsung dari sumbernya’®, yang membahas bagaimana

SNIQ AT

sn

hukum beroperasi dalam masyarakat, dalam jenis penelitian ini hal yang diteliti

e

erutama adalah data primer

el

B <=Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas
hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang
ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum

tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.”

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

enapelan JI. Jend. Sudirman No.247, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota,

weysy 23e3s

Kota Pekanbaru, Riau 28116. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi

DI

enelitian penulis karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak adalah

fasilitator dalam pelaporan SPT kantor pelayanan pajak, dan penulis

ISIJAIU

Zsebelumnya sudah pernah magang di lokasi tersebut sehingga memudahkan

(0]

oPpenulis unuk mendapatkan informasi.

—~

A

8 Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris),
yakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 150

7 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, (Bandung: Citra
a, 1989), h. 53
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mIObjek dan Subjek Penelitian

-

o Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib
o

apajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Objek
=

—Penelitian yaitu Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan

=
—Tahunan Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

ﬁ(etentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

c

E“Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci dan

Bly e

<informan utama sebagai berikut:
1. Informan kunci (key informan) adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pekanbaru Senapelan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Tabel 111.1
Informan Penelitian

. No Jenis Responden Key Informan

F1 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

o 1

L Senapelan

:—JQ Seksi Pengawasan dan Konsultasi Pajak Kantor 5
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

a Jumlah 7

=

£

<

(g°]

@ Sumber Data

<

o) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

Lo =

o

£primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber

=

=asli untuk tujuan tertentu.
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Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan.
Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku
warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan
data utama yang sangat penting.%°
Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti
dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dan Konsultan Pajak Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
Data Sekunder
Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan
disajikan oleh pihak lain. Baik maupun isi data sekunder telah dibentuk dan
diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai
pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun
konstruksi data.
a. Bahan Hukum Primer
1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan
3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2016

4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Py
nery wisey $IeAg uejng jo AJISIdATU) DTWE[S] 3)€}S

8 Amiruddin dan Zaminal Asakin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.

. Grafindo Persada, 2004), h. 82
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(selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 23A
5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
(yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) Pasal 1 angka 5
6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
7) Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 tahun 200 Tentang Perubahan Keempat atas
Undang — Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
8) Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaiu bahan hukum yang bersifat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan pokok
pembahasan, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis,
disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
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g sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus
; besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian
E’ istilah-istilah yang sulit diartikan.

G%Teknik Pengumpulan Data
Z Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan
@uesioner kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
§Senapelan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:
Q\;:;;1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke
QD
c

lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan
sebenarnya.

2. Wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data secara
langsung yaitu mengadakan tanya jawab terhadap responden secara tatap
muka yang tujuannya untuk memperoleh data atas data yang diperlukan
terhadap data primer.

Studi Kepustakaan, metode ini digunakan dengan cara membaca, menelaah,
mengkaji yang diperlukan dari buku, literatur, peraturan perundang-undang,

jurnal, arsip, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang

0 dTwe[s] d3e}g

diteliti.

JATU

Hm Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model

Jo Ajisx

nteraktif. Model interaktif yaitu peneliti berhubungan secara timbal balik
e

g'.dengan orang yang diteliti dan lingkungan tempat penelitian dilakukan.®:

& 1bid. h. 124.
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AgKesimpulan
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Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat

engambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

N

Pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk orang
pribadi dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Senapelan tersedia melalui e-Filing dan manual, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009. Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang
Pribadi (WPOP) yang terdaftar meningkat setiap tahun dari 2019 hingga
2021, jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tidak sebanding dengan
jumlah wajib pajak yang terdaftar. Bapak Donal Jery menjelaskan bahwa
banyak wajib pajak di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tidak
menyadari atau tidak memahami kewajiban mereka sepenuhnya,
sehingga tingkat pelaporan SPT tidak mencapai target yang diharapkan.
Berdasarkan data dan analisis yang disampaikan oleh Bapak Donal Jery
dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan,
terlihat bahwa meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar
mengalami  kenaikan setiap tahunnya, tingkat pelaporan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih belum mencapai tingkat kepatuhan
yang optimal. Hambatan utama yang dihadapi oleh wajib pajak, seperti
kesibukan dan kendala teknis dalam akses e-Filing, menjadi faktor yang

signifikan dalam rendahnya kesadaran untuk melaporkan SPT tepat

67
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waktu. Lebih lanjut, rendahnya pemahaman akan kontribusi pajak
terhadap pembangunan negara juga menjadi faktor penting dalam

rendahnya tingkat kepatuhan ini.

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan Surat

emberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, penulis
engumpulkan beberapa langkah dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Layanan e-Filing: Memastikan platform e-Filing tersedia

dengan baik dan mudah diakses. Perbaikan teknis yang terus-menerus
perlu dilakukan untuk mengatasi masalah aksesibilitas dan kecepatan
dalam mengakses sistem.

Sosialisasi Kemudahan Pelaporan: Memperkenalkan fitur-fitur baru
dalam e-Filing yang memudahkan wajib pajak dalam mengisi dan
menyampaikan SPT secara online. Memberikan tutorial yang jelas dan
mudah dipahami tentang penggunaan platform e-Filing.

Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara teratur terhadap
tingkat kepatuhan pelaporan SPT di wilayah KPP Pratama Pekanbaru
Senapelan. Evaluasi hasil dan identifikasi faktor-faktor penyebab
rendahnya kepatuhan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan

esadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

erpajakan mereka secara lebih efektif dan efisien.
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2k PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI
Sﬁtépsi dengan judul Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
l'{ﬁjum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor
P@layanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, yvang ditulis oleh:

3 Nama : Muhammad Zaki Pratama

— NIM 12020714285

Z Program Studi . Ilmu Hukum
Tedah di munagasyahkan pada :

i Hari/Tanggal - Rabu, 24 September 2024

c  Waktu - 08.00 WIB

% Tempat - Ruang Munagasyah Lt 2 (Gedung Belajar)

o FFakultas Syariah dan Hukum

2

g Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.I.. S.H.. M.H.

Sekretaris

Basir, SH., M.H.
0 p]
—

P%lguji 1

Aﬁmi, S.H.1., MH.

)

t<¥]
P&hguji 11
MHD. Kastulani, SH., M.H.

T \ M. Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005
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A PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI
Sk%ps{ dengan judul Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
Bérdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Ufdum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor
P&fayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, vang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki Pratama
i NIM - 12020714285
c Program Studi - lmu Hukum
TeGih di munagasyahkan pada
¢» Har/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
g Waktu 08.00 WIB
= Tempat - Ruang Munaqgasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
- Fakultas Syariah dan Hukum
=
c  Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Svarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.I.. S H.. M.H.

Sekretaris

Bqﬂr._ SH.,MH.
&

PeRguji |
.

Adhil, SH.I., M.H.
5]

Pemguji I
Mgfn Kastulani, SH.. M.H

Mengetahuw
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
~

Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.
NIP. 19711006 200212 1 003

M. A
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k keperluan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan
unan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan
Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
apelan.

ugiye
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SCEED
== ‘g 2 G SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET
8 8 2 3 © NOMOR KET-52/KPP.0203/2024
=1 =) —
==y ‘E g Q
Q0 =~ Q
23 C g 3 : -
g ‘ﬁ;(q@g%ertaﬂda tangan di bawah ini,
55 =
& @*%133 z : Tunas Hariyulianto
N éalg“)atgn — : Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
= 5 =~ 0 P
b}
§ %e@g@n ini tmmenerangkan bahwa :
f_;”_ ta\l@na 5 : Muhammad Zaki Pratama
a Nim = : 12020714285
o Fakultas © : Syariah dan Hukum
< alylisan 0 - llmu Hukum
[ . B .
2 JeRjang o : Sarjana (S1)
s g'_c%asi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
S -
® T 5
- %d%lah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian/riset dalam rangka pengambilan data
c y g g g
=
w
@
&
Y
Q
=

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juli 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pekanbaru Senapelan
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FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
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FACULTY OF SHARIAH AND LAW
J1. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

P’,/\! % UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
h :II

%v"

UIN SUSKA RIAU Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id
Nomor :Un.04/F.I/PP.00.9/4649/2024 Pekanbaru,13 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lamp.  :1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
Kepada Yth.

Tembusan :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Zaki Pratama

NIM : 12020714285

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN
SPT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

f

Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 391177 PEKANBARU

: © Email : dpmptsp@riau.go.id
~ KT

® O o O )
SHSE DS ==
c£Se2 o
88233 © REKOMENDASI
=525 o Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66039
g SEe ‘2 3 TENTANG

Q % = =
g ENe § = PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
& EX’ %. @ = DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
8z 72 = = 1.04.02.01
i a% @inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
@n@d@aﬂe Riggt dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
@@:.EJPP.OOQ/4649/2024 Tanggal 13 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
= w
23 =
o B . Nama® : MUHAMMAD ZAKI PRATAMA

=0
S 2.2 NIM/RrP . 12020714285

S o
@ Z 8. Progréin Studi :  ILMU HUKUM
E{ _z @. Jenjang . St
[]
ol ::35 Alamat . PEKANBARU
= % 2. Judul Penelitian :  PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
w % o BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
; _'D CBD KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN
o g = SPT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN
g = % Lokasi Penelitian :  KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN
c 8 £

D%ﬁg? ketentuan sebagai berikut:

0 o
Tigak¥nelakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Petaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tardBl rekoméefldasi ini diterbitkan.

Képada pihak.’.‘ﬂ/ang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
P%e ian dan Eengumpulan Data dimaksud.
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Deinigan rekorgendasu ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
o
53 =
b 3 - Dibuat di . Pekanbaru
o .

e - Pada Tanggal : 28 Mei2024
- (=
= <
g :
é’ " Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
R s Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
) el
; (=] DINAS PENANAMAN MODAL DAN
=l = PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
= wn PROVINSI RIAU
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Tembusan : i

. s o e
Disampaikan Kepﬁda Yth :

—

gpala BadanuKesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
pala Kanto?fPeIayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
E&kan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Y_?éng Bersan@.ﬂan
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Penulis bernama Muhammad Zaki Pratama, beralamat di
desa Padang Sibusuk, Kec. Kupitan, Kab. Sijunjung,
Sumatera Barat. Lahir di Padang Sibusuk, 30 November
2001, anak pertama dari pasangan Ayahanda Idnaldi, dan
Ibunda Wilda Deswita serta memiliki dua adik laki-laki
bernama Musyava Janeval dan Muhammad Zikri Maulana,

dan satu adik perempuan bernama Azzahra Zakia. Penulis

menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 09
Pagang Sibusuk Kec. Kupitan hingga tamat pada tahun 2014. Berikutnya penulis
mecnyelesaikan pendidikan SMP di SMP Hikmah Padang Panjang Barat Kota.
Padang Panjang pada tahun 2017 dan SMA di MAN Insan Cendekia Padang
Pariaman pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melalui jalur UTBK diterima
menjadi salah satu mahasiswi jurusan S1 llmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi
ini dengan judul “Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
Ba_{dasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
D% Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan Spt Kantor Pelayanan Pajak
P@ama Pekanbaru Senapelan”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat
m%yelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan ibuk Musrifah, SH., MH dan bapak
DéAbu Samah, MH yang pada Hari Rabu 24 September 2024 penulis mengikuti

uj%n munagasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum

(SH).
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